
i 
 

PELARANGAN AHMADIYAH DI INDONESIA DALAM ANALISIS RELASI 

KEKUASAAN MICHEL FOUCAULT 

 

SKRIPSI 

DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS USHULUDDIN DAN 

PEMIKIRAN ISLAM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA 

YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT 

MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM AQIDAH DAN 

FILSAFAT ISLAM 

 

OLEH: 

Bondan Gunawan 

NIM. 19105010077  

 

 

PROGRAM STUDI AQIDAH DAN FILSAFAT ISLAM 

FAKULTAS USHULUDDIN DAN PEMIKIRAN ISLAM 

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA 

YOGYAKARTA 

2023 

 



ii 

NOTA DINAS 

  



iii 

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI 

 



iv 

PENGESAHAN TUGAS AKHIR 

  



v 

KATA PENGANTAR 

Puji syukur kita haturkan kepada Allah SWT. yang telah memberikan limpahan 

nikmat, taufik dan karunia-Nya kepada kita semua. Shalawat berserta salam semoga 

senantiasa tetap mengalir kepada junjungan Nabi Muhammad SAW. yang telah 

membawa kita dari alam yang penuh dengan kegelapan menuju alam yang penuh terang 

benderang yakni dengan adanya agama Islam yang beliau bawa. 

Saya menyadari bahwa dalam skripsi ini bisa dikatakan tidak begitu banyak 

mengandung hal baru, hal itu dikarenakan sudah banyak peneliti yang sudah lebih dulu 

mengkajinya. Namun, saya tetap berusaha mengkajinya dengan menghadirkan wajah 

baru, sudut pandang baru agar kemudian sedikit banyak menambah wawasan terkait 

objek yang sudah saya teliti. Saya sadar bahwa dalam penulisan skripsi tentu tidak luput 

dari kesalahan tetapi saya tetap berharap dengan hadirnya penelitian ini dapat 

memberikan bermanfaat bagi seluruh umat beragama yang ada di Indonesia. 

Terselesaikannya skripsi ini tentu tidak mudah, banyak sekali rintangan dan 

hambatan yang harus dilalui baik dari segi waktu, pikiran, dan biaya. Sehingga, ucapan 

syukur dan terima kasih saya haturkan kepada berbagai pihak yang telah memberikan 

bimbingan berupa kritik, saran dan motivasi sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi 

ini dengan baik. Maka dari itu, penulis mengucapkan banyak terimakasih utamanya 

kepada Bapak, Ibu dan adik-adik yang telah mendoakan dan mendukung saya baik 

berupa moril maupun materil. Semoga kalian semuanya diberikan kesehatan oleh Allah 

SWT. 

Ucapan terimakasih saya haturkan pula kepada pembimbing saya yaitu Bapak 

Dr. Alim Roswantoro, S.Ag, M.Ag yang telah membimbing, mengoreksi serta 

memberikan arahan sehingga skripsi ini terselesaikan dengan baik, semoga Bapak dan 

segenap keluarganya diberikan kesehatan dan perlindungan oleh Allah SWT. dan juga 

ucapan terimakasih saya haturkan kepada seluruh civitas akademik UIN Sunan Kalijaga 

yang sudah ikut terlibat dalam terselesaikannya skripsi ini. 

Terakhir, saya ucapkan terimakasih kepada teman-teman yang tidak bisa saya 

sebutkan satu persatu namun tidak mengurangi rasa terimakasih saya, yang telah 



vi 

menemani saya mulai dari awal penulisan skripsi ini sampai selesai. Semoga kalian 

diberikan kesehatan dan diberikan kesuksesan, amin ya rabbal alamin. 

 

Yogyakarta, 26 Juni 2023 

Penyusun 

 

Bondan Gunawan 

NIM: 195010077  



vii 

ABSTRAK 

Pelarangan Ahmadiyah di Indonesia dalam Analisis Relasi Kekuasaan Michel 

Foucault 

Bondan Gunawan 

Adanya skripsi ini dimulai dari keingintahuan penulis terkait pelarangan Ahmadiyah 

di Indonesia. Dilarangnya Ahmadiyah ini dikarenakan mempunyai paham yang berbeda 

dengan umat Islam pada umumnya, yaitu mengakui adanya Nabi setelah Nabi 

Muhammad. Pemahaman Ahmadiyah yang demikian itu diklaim sesat dan menyesatkan 

karena telah bertentangan dengan ajaran Islam. Dari pemahaman yang demikian, Majelis 

Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan fatwa yang terbit pada tahun 1980 dan 2005 

dengan menyatakan Ahmadiyah sesat dan menyesatkan dan telah keluar dari Islam. 

Setelah fatwa MUI keluar, tidak jarang menimbulkan kegaduhan di tengah masyarakat, 

bahkan beberapa kelompok Islam ideologis di beberapa daerah melakukan tindakan 

kekerasan terhadap kelompok Ahmadiyah. Setelah itu, MUI dan kelompok Islam 

ideologis menekan pemerintah untuk memberikan kejelasan terkait keberadaan 

Ahmadiyah yang diklaim menyesatkan. Akhirnya, pada tahun 2008 pemerintah 

menerbitkan Surat Keputusan Bersama (SKB) 3 Menteri tentang peringatan terhadap 

warga Ahmadiyah untuk menghentikan penyebaran pemahamannya. Dari hal itu, penulis 

menemukan adanya relasi kekuasaan yang terjadi sehingga menimbulkan pelarangan 

Ahmadiyah. 

Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah deskriptif-kritis, yaitu 

mendeskripsikan pelarangan Ahmadiyah di Indonesia dengan menggunakan data 

kepustakaan, baik berupa jurnal, artikel dan beberapa karya ilmiah lainnya. Setelah data-

data terkumpul, penulis akan mengkajinya dengan cara mengkritisi terkait pelarangan 

Ahmadiyah dengan memakai analisis relasi kekuasaan Michel Foucault. 

Dari penelitian itu diperoleh suatu kesimpulan bahwa pelarangan Ahmadiyah di 

Indonesia jika dianalisis melalui teori relasi kekuasaan Michel Foucault menunjukkan; 

Pertama, benar tidaknya doktrin Ahmadiyah itu tergantung dari dominasi kekuasaan 

karena sebagaimana yang dikatakan Foucault, kekuasaan itu mempengaruhi pengetahuan 

dan begitupun sebaliknya. Pengetahuan itu tidaklah netral karena ia selalu berpihak pada 

kekuasaan. Kedua, pelarangan Ahmadiyah di Indonesia bukan hanya persoalan doktrin 
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yang dianggap sesat menyesatkan, tetapi juga ada persoalan relasi kekuasaan yang terjadi 

di ruang publik berupa wacana pengetahuan keislaman antara kelompok anti Ahmadiyah 

dan Ahmadiyah. Sehingga dengan relasi kekuasaan wacana pengetahuan itu 

menyebabkan Ahmadiyah tersubordinasi dan keberadaannya dilarang di Indonesia. 

Kata kunci: Relasi Kekuasaan Kelompok Islam Ideologis, MUI, SKB Pemerintah, 

dan Ahmadiyah di Indonesia 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

 Persoalan akidah ataupun keyakinan dalam sebuah agama menjadi 

sesuatu yang sangat sensitif dan sakral. Hal itu tidak lain dikarenakan aqidah 

menjadi pondasi dari sebuah agama, tidak heran jika terjadi konflik atau benturan 

yang disebabkan karena perbedaan keyakinan. Islam misalnya, perbedaan antara 

Sunni, Syi’ah, Ahmadiyah dan juga berbagai aliran kelompok keagamaan 

lainnya tidak jarang melahirkan konflik bahkan kekerasan. 

Di Indonesia misalnya, konflik antar perbedaan keyakinan seakan-akan 

sudah menjadi hal yang biasa. Hal itu bisa kita lihat dari konflik keagamaan yang 

terjadi pada kelompok Ahmadiyah. Keberadaannya seakan-akan menjadi 

malapetaka bagi masyarakat Muslim Indonesia. Mengapa demikian, hal itu tidak 

lain dikarenakan Ahmadiyah telah melakukan gerakan yang memiliki perbedaan 

dengan kelompok islam lainnya. Rancangan pembaharuannya yang diklaim 

menyimpang ada dua: Pertama, Mirza Ghulam Ahmad (1835-1908) selaku figur 

pembaharunya diklaim selaku utusan Tuhan yang diutus oleh Tuhan dengan 

wahyu-Nya. Kedua, ajarannya yang melingkupi 3 hal yaitu utusan Tuhan Isa as., 

Imam Mahdi, serta keharusan berjihad.1 

Dari konsep inilah, Ahmadiyah diklaim sebagai aliran sesat dan telah 

keluar dari ajaran Islam. Pasalnya, Ahmadiyah telah menjadikan Mirza Ghulam 

Ahmad sebagai penerus kenabian, yang mana menurut mayoritas umat Islam 

nabi Muhammad adalah nabi terakhir (khatamu al-nabiyyin) dan juga sebagai 

penyempurna atas syariat nabi-nabi sebelumnya, tidak ada nabi setelahnya, dan 

hal itu juga telah tercantum dalam Al-Quran. 

Meskipun Ahmadiyah di Indonesia sudah berdiri sejak tahun 1925, 

tetapi keberadaanya sering kali dipersoalkan, apalagi sejak tumbangnya era orde 

baru. Penentangan terhadap Ahmadiyah tidak lain adalah persoalan keyakinan 

                                                             
1 Chatib Saefullah, Ahmadiyah: Perdebatan Teologis Dan Masa Depan Dakwah, Anida, 

Aktualisasi Nuansa Ilmu Dakwah, Volume 15, Nomor 2, Desember 2016. 
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karena dianggap menyimpang dari ajaran Islam. Semua kalangan, termasuk 

Ulama merespon ajaran tersebut dengan mengatakan sesat dan menyesatkan. 

Salah satu yang paling krusial adalah fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang 

keluar dua kali, yaitu pada tahun 1980 dan terakhir pada tahun 2005. 

Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang keluar tahun 2005 nomor 

11/Munas VII/ MUI15/ mengenai gerakan Ahmadiyah dan diresmikan di Munas 

VII MUI 2005 menuturkan kalau: Pertama, menyatakan bahwa gerakan 

Ahmadiyah telah keluar dari Islam, menyesatkan, dan bagi umat Islam yang 

mengikutinya keluar dari Islam. Kedua, bagi mereka yang terlanjur mengikuti 

gerakan Ahmadiyah agar cepat kembali pada pemikiran Islam yang benar (al-

ruju’ ila al-haqq), yang sesuai Al Quran serta hadits. Ketiga, negara bertanggung 

jawab untuk mencegah penyebaran faham Ahmadiyah di seluruh Indonesia serta 

membekukan organisasi dan juga menutup seluruh tempat kegiatannya.2 

Namun, jauh sebelum MUI mengeluarkan fatwa, sudah ada 

fatwa ulama internasional pada tahun 1974 yang dihadiri oleh 124 negara, 

diadakan di Mekkah oleh Rabithah al-Alam al-Islami. Dalam pertemuan tersebut 

diperoleh sebuah keputusan bahwa Mirza Ghulam Ahmad sebagai tokoh pendiri 

gerakan Ahmadiyah beserta pengikutnya telah menyimpang dari ajaran 

Islam. Keputusan ini ditetapkan karena ajarannya bertentangan dengan Islam.3  

Fatwa MUI yang dikeluarkan dua kali, terlihat ada perbedaan dalam 

penyampaiannya, dimana pada tahun 2005 fatwa MUI lebih provokatif dengan 

mengatakan sesat dan menyesatkan. Tidak hanya, fatwa yang dikeluarkan juga 

menimbulkan respon negatif dari masyarakat dengan melakukan tindakan 

anarkisme terhadap kelompok Ahmadiyah, di antaranya diskriminasi, membakar 

masjid dan tempat belajarnya. 

Berdasarkan fatwa MUI dan juga ajaran yang diklaim sesat dan 

menyesatkan ini, pelarangan dan penindasan terhadap Ahmadiyah terjadi di 

beberapa daerah di Indonesia. Kekerasan terhadap Ahmadiyah ini salah satunya 

dipicu oleh adanya fatwa yang dikeluarkan oleh MUI pada tahun 2005, dan juga 

                                                             
2 Nashih Nasrullah, “Fatwa MUI Soal Ahmadiyah 2005: Sesat dan Menyesatkan” 

Republika, (Senin, 06 Sep 2021.) 
3 Ahmad Subakir, Dkk., “Respon Tokoh Islam Atas Fatwa MUI Tentang Gerakan 

Ahmadiyah Indonesia”, Realita, Vol. 5 No. 1, (Januari 2007), hlm. 11. 
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beberapa kelompok-kelompok Islam yang anti Ahmadiyah. Boleh dikatakan, 

sejak tahun 2005 keberadaan Ahmadiyah tidak aman seperti tahun-tahun 

sebelumnya. 

Hal itu sebagaimana tindak kekerasan yang dialami Jamaah Ahmadiyah 

pada tahun 2011, dimana sekitar seribu lima ratus massa menindas warga 

Ahmadiyah di Cikeusik, Banten. Rumah milik warga Ahmadiyah dirusak, hanya 

beberapa yang tersisa. Menurut beberapa informasi sekitar empat kepala 

keluarga terlebih dahulu menyelamatkan diri sebelum adanya tragedi tidak 

kekerasan. Kejadian menjadi perhatian kacamata dunia, disebabkan tindak 

kekerasaan yang bernuansa Agama, kejadian ini kemudian dikenal dengan 

“tragedi Cikeusik”.4 

Masalah keberadaan Ahmadiyah semakin dilematis, ketika MUI dan 

kelompok Islam radikal mendesak dan meminta kejelasan dari pemerintah terkait 

keberadaan Ahmadiyah, tetapi pemerintah tidak langsung mengambil keputusan 

dan seolah-olah ambigu ketika mau mengambil keputusan. Hal itu dikarenakan 

satu sisi pemerintah memiliki kewajiban konstitusi untuk menjaga dan menjamin 

warga negara untuk menjalankan keyakinannya, tetapi di sisi lain ada desakan 

dari kelompok Islam anti Ahmadiyah yang memiliki kekuatan secara politik. 

Di tengah-tengah kebimbangan pemerintah sekaligus adanya desakan 

massa anti Ahmadiyah, kekerasan pun terjadi terhadap kelompok Ahmadiyah di 

beberapa daerah. Menyikapi hal ini, pemerintah tentu tidak tinggal diam, 

salah satunya dengan cara dikeluarkannya Surat Keputusan Bersama (SKB) 

yang disahkan oleh tiga Menteri yaitu Menteri Agama, Menteri Dalam Negeri 

dan Jaksa Agung Nomor 3 Tahun 2008. Nomor Kep-03/A/JA/6/2008, serta 

Nomor 199/2008 yang berisi peringatan dan perintah kepada seluruh 

penganut, anggota dan pengurus Ahmadiyah untuk menghentikan penyebaran 

tafsir dan kegiatan yang berada di luar ajaran Islam.5 

                                                             
4 Asep S. Muhtadi, “Radikalisme Agama, Tinjauan Sosial Politik”, Sosio-Politica, Vol. 

8, No. 1, (Januari 2018), hlm. 39. 
5 Imral Rizki Rahim, “Kontroversi Pelarangan Ahmadiyah Di Indonesia: Perspektif Hak 

Asasi Manusia (HAM)”, Padjadjaran Jurnal Ilmu Hokum, Volume 1, No.1 (Tahun 2014), hlm. 

22. 
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Isi SKB itu juga menjelaskan terkait peringatan dan perintah terhadap 

setiap masyarakat agar tidak memberitahukan, mengajak atau mendukung 

dilakukannya interpretasi akan suatu agama atau melakukan aktivitas yang dikira 

bisa sama dengan agama tersebut. Dan sanksi bagi yang melanggar SKB itu akan 

disesuaikan dengan peraturan undang-undang dan akan diserahkan kepada 

pengadilan untuk melihat apakah perilaku tersebut melanggar atau tidak. 

Sejak saat itu tak lama kemudian, keberadaan SKB ini tentu menuai 

banyak kritikan. Pertama, keberadaan SKB Ahmadiyah dipandang sebagai 

tekanan. Kedua, isi dari SKB terkesan interpretatif dan mampu menciptakan 

benturan baru di kemudian hari. Ketiga, isi dari SKB itu berpotensi 

melanggar Pancasila dan pasal 28e dan 29 UUD'45 tentang kebebasan 

menjalankan agama dan keyakinan warga negara Indonesia.6 

Kebijakan yang terbit pada era kepemimpinan Susilo Bambang 

Yudhoyono ini juga menimbulkan reaksi keras dari Hak asasi Manusia (HAM), 

mereka mengatakan bahwa bersamaan dengan undang-undang kebebasan 

beragama dan berkeyakinan, pasal 22 nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi 

manusia, dijelaskan bahwa negara mengakui hak setiap orang untuk bebas 

memeluk agama apapun dan untuk beribadat menurut agamanya masing-

masing.7 Maka dari hal itu, terjadilah pro dan kontra dalam masyarakat dalam 

menyikapi pelarangan Ahmadiyah, di satu sisi Ahmadiyah diklaim sebagai aliran 

yang menyesatkan dan di sisi lain secara organisasi mempunyai hak 

konstitusional. 

Menurut pengamatan para ahli, hubungan Ahmadiyah dan negara bisa 

dilihat dari dua kacamata. Pertama, relasi Ahmadiyah dan negara hanya sebatas 

relasi formal saja. Bagi sejarawan, relasi keduanya hanya menyangkut persoalan 

kronologi kejadian dan kebijakan pada jamaah Ahmadiyah. Dengan kata lain, 

                                                             
6 Delina Asriyani, Zulfy Qodir, “Analisis Surat Keputusan Bersama Tiga Menteri 

Tentang Peringatan Dan Perintah Kepada Penganut, Anggota, Dan/Atau Pengurus Jemaat 

Ahmadiyah Indonesia (Stufi Kasus Konflik Antara Fornt Umat Islam Dan Gerakan Ahmadiyah 

Indonesia Di Yogyakarta Tahun 2012)” Jurnal Ilmu Pemerintahan Dan Kebijakan Public, Vol. 3 

No. 2, (Juni 2016). 
7 Imral Rizki Rahim, “Kontroversi Pelarangan Ahmadiyah Di Indonesia: Perspektif Hak 

Asasi Manusia (HAM)”, Padjadjaran Jurnal Ilmu Hokum, Volume 1, No.1 (Tahun 2014). 
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bahwa keberadaan Ahmadiyah ditentukan adanya tekanan atau tidak dari umat 

mayoritas dan rezim yang memimpin negara.  

Kedua, relasi Ahmadiyah dan negara ada kontestasi kekuasaan di 

dalamnya. Hal itu dikarenakan persoalan Ahmadiyah bukan hanya persoalan 

klaim benar atau sesat tetapi dominasi kekuasaan yang diperankan oleh negara 

dan agama. Faktanya, keyakinan Ahmadiyah yang diklaim sesat oleh MUI 

diterima dengan baik oleh pemerintah dengan cara mengeluarkan SKB 

pelarangan Ahmadiyah. Adanya kelompok ini ditempatkan sebagai subordinat 

yang mendapatkan tekanan dari negara, baik dari ide negara ataupun dari adanya 

desakan massa.8  

Pelarangan terhadap adanya organisasi Ahmadiyah ini akan terlihat 

menarik jika dianalisis dengan berbagai perspektif, salah satunya dengan 

menggunakan teori relasi kekuasaan Michel Foucault (1925-1984). Bagi 

Foucault, kekuasaan tidak hanya berkaitan pada penggulingan institusi, 

organisasi, bahkan negara. Tetapi disisi lain kekuasaan berkaitan dengan 

mendistribusikan ulang pengaruh dan kecakapan untuk mengubah cara orang-

orang berpikir. Kekuasaan baginya tidak selalu di satu tempat, tetapi kekuasaan 

tersebar luas.9 

Menurut Foucault, kekuasaan bukan hak milik, dalam artian ia tidak 

dimiliki ataupun didapatkan oleh orang, namun kekuasaan dipraktikkan di 

masyarakat, di mana terdapat banyak kondisi yang saling berhubungan satu sama 

lain, ia akan selalu berubah seiring berjalannya waktu. Di mana ada hubungan 

antara individu atau masyarakat dan di mana ada hukum, maka akan selalu ada 

kekuasaan yang bekerja.10 

Menariknya, Bagi Foucault, kekuasaan selalu menghasilkan 

pengetahuan yang dipaksa untuk dianut oleh setiap individu. Bahwa pada 

gilirannya kekuasaan akan mempengaruhi pengetahuan yang telah berkembang 

                                                             
8 Mahbib Khoiron, “Represi yang Gagal: Relasi Negara dan Jemaat Ahmadiyah di tingkat 

Lokal”, Jurnal Multikultural & Multireligius, Vol. 17, No, 2, (Juli-Desember 2018), hlm. 409. 
9 Nanang martono, Sosiologi Pendidikan Michel Foucault: Pengetahuan, Kekuasaan, 

Disiplin, Hukuman, Dan Seksualitas, (Jakarta: rajawali pers, 2014), hlm. 46. 
10 K. Bertens, Filsafat Barat Kontemporer Prancis, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 

1996), hlm. 354. 
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dalam suatu masyarakat, dengan kata lain pengetahuan adalah senjata kekuasaan. 

Pada intinya, hubungan antara kekuasaan dan pengetahuan akan senantiasa hadir 

dalam masyarakat yang pastinya hal itu tidak bisa dihindari.11 

Terkait pelarangan Ahmadiyah ini, terlepas dari doktrin yang diklaim 

sesat oleh kelompok Islam ideologis, ternyata ada persoalan relasi kekuasaan di 

dalamnya antar kelompok Islam ideologis dengan muslim minoritas 

(Ahmadiyah). Pasalnya, sebagaimana yang sudah dijelaskan di atas, 

dikeluarkannya SKB disebabkan adanya dorongan dari beberapa pihak seperti 

MUI dan juga tekanan dari dari beberapa kelompok Islam ideologis, meskipun 

pada dasarnya adanya SKB itu bertentangan dengan dasar pancasila.  

Hal itu dilakukan, karena kelompok Islam ideologis takut bahwa paham 

(pengetahuan) terkait doktrin-doktrin Islam yang selama ini berkembang di 

masyarakat diganti oleh paham-paham Ahmadiyah yang diklaim sesat dan 

menyesatkan itu. Hal itu sebagaimana yang telah dijelaskan di atas bahwa 

pengetahuan adalah senjata kekuasaan, jika pengetahuan telah berkembang maka 

kekuasaan akan beroperasi di dalamnya. Maka tidak salah bilamana Foucault 

mengatakan bahwa kekuasaan akan senantiasa memproduksi pengetahuan. 

Oleh karenanya, dalam penelitian ini akan membahas terkait relasi 

kekuasaan antar kelompok Islam ideologis dengan Islam minoritas (Ahmadiyah). 

Maka Judul penelitian ini “Pelarangan Ahmadiyah di Indonesia: Perspektif 

Relasi Kekuasaan Michel Foucault”. 

 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang penelitian yang sudah dijelaskan di atas, 

maka rumusan masalah penelitian ini sebagai berikut: 

1. Bagaimana pelarangan Ahmadiyah terjadi di Indonesia? 

2. Bagaimana pelarangan Ahmadiyah dalam perspektif relasi kekuasaan Michel 

Foucault 

                                                             
11 Nanang martono, sosiologi Pendidikan michel Foucault: pengetahuan, kekuasaan, 

disiplin, hukuman, dan seksualitas, (Jakarta: rajawali pers, 2014). 
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C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian 

Berdasarkan permasalahan yang sudah diajukan di atas, maka tujuan 

yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui alasan-alasan penyebab Ahmadiyah dilarang di 

Indonesia. 

2. Untuk mengetahui relasi-relasi pengetahuan keislaman dan kekuasaan 

dalam pelarangan Ahmadiyah jika dianalisis melalui teori relasi kekuasaan 

Michel Foucault. 

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, maka manfaat penelitian ini 

adalah: 

1. Secara Teoritis 

Diharapkan dengan adanya penelitian dapat memberikan pemahaman 

dan ide baru terkait bagaimana adanya pelarangan keberadaan Ahmadiyah di 

Indonesia dan juga bagaimana jika pelarangan Ahmadiyah ini jika ditinjau 

dari perspektif Relasi Kekuasaan Michel Foucault. 

2. Secara Praktis 

Diharapkan dari penelitian ini, bisa menambah wawasan dan bisa 

dijadikan bahan referensi bagi para pembaca dalam melihat pelarangan 

Ahmadiyah dan juga dapat memberikan sumbangsih pemahaman bagi 

kelompok islam agar tidak melakukan tindak represi terhadap kelompok islam 

lain yang beda pemahaman terkait tafsir-tafsir agama. 

 

 

 

D. Kajian Pustaka 

Pertama, dalam skripsi Irwan Santoso yang berjudul Resiliensi 

Komunitas Jamaah Ahmadiyah Indonesia (JAI) dalam merespon Diskriminasi 

Sosial Keagamaan (Studi Jamaah Ahmadiyah Jakarta Pusat). Dalam penelitian 

itu, menjelaskan bahwa pada beberapa tahun terakhir ada diskriminasi sosial 

terhadap kelompok Ahmadiyah. Meski Ahmadiyah dianiaya, fakta menarik 
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tentang Ahmadiyah adalah dia selalu beramal, dengan kegiatan sosial tentunya. 

Penulis dalam hal ini melihat keunikan dari upaya kelompok Ahmadiyah untuk 

selalu berbuat kebaikan. Kesimpulan kajian menyebutkan bahwa di tengah 

diskriminasi dan penganiayaan terhadap warga Ahmadiyah, mereka menerapkan 

strategi dakwah. Di antara strategi dakwahnya adalah pelaksanaan ajaran agama 

seperti pengajian dan diskusi keagamaan dan Ahmadiyah juga melakukan dialog 

keagamaan dan bakti sosial.12 

Kedua, dalam jurnal Amin Mudzakkir yang berjudul Minoritisasi 

Ahmadiyah di Indonesia. jurnal ini menjelaskan bagaimana jalan dan perlakuan 

kelompok mayoritas terhadap minoritas Ahmadiyah sejak awal sampai beberapa 

tahun belakangan ini. Pertanyaan yang diajukan dalam jurnal ini mengapa 

minoritas terjadi? Dan pembahasannya terbagi menjadi tiga bagian, yaitu 

menjelaskan keberadaan politik Indonesia saat ini terkesan tidak boleh ada 

kelompok minoritas. Pada bagian kedua berkaitan dengan praktik minoritas 

Ahmadiyah di berbagai daerah di Indonesia. Bagian ketiga mengkaji masalah 

pemimpin politik dalam sistem demokrasi liberal Indonesia. Kesimpulan artikel 

tersebut menyatakan bahwa sistem politik di Indonesia saat ini, dalam hal ini 

demokrasi pasca tumbangnya Orde Baru, telah dibajak oleh kelompok agama 

mayoritas muslim yang bertumpu pada basis politik liberal.13 

Ketiga, dalam tesis Yasser Arafat yang berjudul Larangan Aktivitas 

Jemaat Ahmadiyah Indonesia dalam Perspektif Keadilan Hukum (Studi kasus 

Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/94/KPTS/013/2011). Tujuan dari 

penelitian itu adalah untuk mengetahui kesesuaian keputusan Gubernur Jawa 

Timur terkait pelarangan aktivitas jemaat Ahmadiyah Indonesia di Jawa Timur 

dengan Peraturan undang-undang serta untuk mengetahui seberapa jauh 

kesesuaian keputusan Gubernur dengan prinsip keadilan sebagai tujuan dari 

hukum. Kesimpulan yang diambil dari penelitian tersebut adalah keputusan 

gubernur Jawa Timur telah sesuai dengan norma hukum. Namun, keputusan 

                                                             
12 Irvan Santoso, “Resiliensi Komunitas Jamaah Ahmadiyah Indonesia (JAI) dalam 

merespon Diskriminasi Sosial Keagamaan (Studi Jamaah Ahmadiyah Jakarta Pusat).” Fakultas 

Ushuluddin Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta (2020). 
13 Amin Mudzakkir, “Minoritisasi Ahmadiyah Di Indonesia, Lembaga Ilmu Pengetahuan 

Indonesia”, Edisi XXXVII/No. 2/2011. 
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gubernur untuk melarang kegiatan Ahmadiyah tidak sejalan dengan keadilan 

yang menjadi tujuan undang-undang.14 

Keempat, dalam skripsi Brilliant Eltamin Alderi yang berjudul Otoritas 

Lembaga Fatwa di Indonesia tentang Sesat Menyesatkan Terhadap Syi’ah dan 

Ahmadiyah. Dalam penelitian itu, penulis meneliti tentang sampai dimana 

Otoritas Lembaga Fatwa seperti yang fatwakan oleh Lajnah Bahtsul Masail 

(NU), Majelis Tarjih (Muhammadiyah) dan MUI dalam melihat permasalahan 

sesat terhadap aliran keagamaan di Indonesia. Maka hasil dalam penelitian itu 

adalah posisi dari Lembaga Fatwa seperti NU, Muhammadiyah dan MUI ini di 

pemerintahan sebenarnya adalah berada diluar Lembaga pemerintah atau berada 

di ranah pemberdayaan masyarakat. Jadi fatwa yang dikeluarkan oleh beberapa 

Lembaga tadi tidak mempunyai kekuatan Hukum yang mengikat. Jadi, jika 

dilihat dari hukum nasional terikatnya fatwa tersebut harus dilihat apakah fatwa 

yang dikeluarkan menjadi hukum negara atau bahkan tidak.15 

Kelima, dalam jurnal Surya Anoraga yang berjudul Pelarangan 

Ahmadiyah (JAI): Tinjauan Yuridis. Dalam penelitian itu dibahas terkait 

persoalan pelarangan Ahmadiyah ditinjau dari yuridis berupa Surat Keputusan 

Bersama Tiga Menteri yang terkesan bertentangan dengan Undang-Undang Hak 

Asasi Kebebasan Beragama, dimana pertanyaan yang diajukan oleh peneliti 

adalah apakah tepat SKB Tiga Menteri itu terkait pelarangan Ahmadiyah jika 

ditinjau dari Tata Urutan Perundangan. Kesimpulan dalam penelitian itu adalah 

bahwa SKB Tiga Menteri itu perlu ditinjau ulang karena isi di dalamnya 

bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang No.12 

tahun 2011.  Terkait hukum dibidang Hak Asasi Beragama bisa dilakukan 

pembatasan sebagai bentuk penyimpangan dengan syarat berdasarkan alasan 

                                                             
14 Yasser Arafat, “Larangan Aktivitas Jemaat Ahmadiyah Indonesia dalam Perspektif 

Keadilan Hukum (Studi kasus Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomer 

188/94/KPTS/013/2011)”, Program Pasca Sarjana Ilmu Hukum Universitas Sebelas Maret 

Surakarta, (2013). 
15 Brilliant Eltamin Alderi, “Otoritas Lembaga Fatwa di Indonesia tentang Sesat 

Menyesatkan Terhadap Syi’ah dan Ahmadiyah”, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam 

Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, (2017). 
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moral yang mendasar dengan cara melalui konsensus nasional yang hasilnya 

dituangkan dalam undang-undang.16 

Keenam, skripsi yang ditulis oleh Abdullah Arif yang berjudul Analisis 

Genealogi Kuasa Michel Foucault atas Wacana Radikalisme Agama di 

Indonesia. Dalam skripsi tersebut diperoleh suatu kesimpulan bahwa 

sesungguhnya hakikat dari kekuasaan adalah pengetahuan hal itu dikarenakan 

kekuasaan adalah satu hal yang ada dalam pengetahuan. Selain itu juga tubuh 

diatur (bio-politik) melalui deradikalisasi yang merupakan strategi dari 

radikalisme agama demi menjadikan masyarakat tunduk dan terciptanya 

masyarakat baru. Hal itu juga berimbas kepada terpecahnya sosial yang 

disebabkan dari kuasa dengan wacana radikalisme agama di Indonesia.17 

Ketujuh, skripsi yang ditulis oleh Fathorrozy yang berjudul Konsep 

Genealogi Michel Foucault dan Implikasinya terhadap Pemikiran Islam 

Indonesia. Dalam penelitian itu ada beberapa hal yang menarik, bahwa 

pengetahuan sebagaimana yang dimaksud Foucault telah memproyeksikan 

kebenaran dalam suatu wacana diskursus sehingga tubuh akan patuh dan tunduk 

pada kekuasaan yang telah menciptakan pengetahuan. Anehnya, dengan model 

kekuasaan telah memunculkan sikap rasialisme baik sosial, politik maupun 

agama. Tetapi dari hal itu menunjukkan bahwa dengan rasialisme kita dapat 

melihat identitas agama, dan pengetahuan dalam setiap bangsa.18  

E. Metode Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Adapun jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

penelitian kualitatif dengan menggunakan sumber data kepustakaan. Penulis 

melakukan penelitian dengan mencari dan mengkaji buku-buku atau literatur 

yang kemudian sesuai dengan apa yang penulis teliti. Jadi dalam penelitian 

                                                             
16 Surya Anoraga, “Pelarangan Ahmadiyah (JAI): Tinjauan Yuridis”, Jurnal Studi 

Masyarakat Islam, Volume 15 Nomer 2 (Desember 2012). 
17 Abdullah Arif, “Analisis Genealogi Kuasa Michel Foucault atas Wacana Radikalisme 

Agama di Indonesia”, Fakultas Filsafat Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, (2017). 
18 Fathurrozy, “Konsep Genealogi Michel Foucault dan Implikasinya Terhadap 

Pemikiran Islam Indonesia”, Aqidah dan Filsafat Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam 

Univeristas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, (2013). 
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ini penulis mencari bahan bacaan baik berupa buku, jurnal ataupun majalah 

yang berhubungan ajaran kelompok Ahmadiyah di Indonesia dan juga 

sebab-sebab dilarangnya. 

2. Sumber Data Penelitian 

Penelitian ini menggunakan dua sumber: 

a. Sumber Primer 

Adapun yang dikatakan sumber primer adalah data yang 

digunakan sebagai sumber utama yang digunakan dalam 

penelitian.19 Dalam penelitian ini adalah deskripsi tentang 

Ahmadiyah dan pelarangannya yang bersumber dari buku, 

artikel, berita dan topik yang berkaitan dengan pelarangan 

Ahmadiyah. Kemudian dalam penelitian ini penulis juga 

menggunakan karya-karya Michel Foucault sebagai sumber 

primer terkait relasi kekuasaan untuk menganalisis pelarangan 

Ahmadiyah di Indonesia. 

b. Sumber Sekunder 

Adapun data sekunder dijadikan sebagai data pelengkap 

dalam penelitian ini. data sekunder dalam penelitian ini, yaitu 

berupa karya penelitian terkait ahmadiyah dan pemikiran Michel 

Foucault berupa buku, artikel, jurnal dan majalah yang berkaitan 

dengan pelarangan Ahmadiyah di Indonesia. 

3. Analisis Data Penelitian 

Setelah semua data terkumpul terkait penelitian, langkah selanjutnya 

adalah menganalisis data dengan cara: 

a. Deskriptif 

Adapun yang dikatakan deskriptif adalah cara yang digunakan 

untuk memberikan penjelasan secara utuh terkait data sehingga makna 

yang terkandung di dalamnya bisa ditemukan.20 Artinya, setelah peneliti 

                                                             
19 Restu Kartiko Widi, Asas Metodologi Penelitian, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), 

hlm. 119. 
20 Anton Bakker dan Ahmad Haris Zubair, Metodologi Penelitian Filsafat, (Yogyakarta: 

Kanisius, 1994), hlm. 51. 
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menemukan data-data penelitian terkait Ahmadiyah maka langkah 

selanjutnya yaitu menjabarkan atau mendeskripsikan hasil dari 

pencarian data penelitian. 

b. Kritis 

Setelah data penelitian dideskripsikan maka peneliti akan mengkaji 

secara kritis dan mendalam, yaitu dengan cara mengungkapkan dan 

mencermati data-data terkait pelarangan Ahmadiyah di Indonesia 

dengan menggunakan relasi kekuasaan Michel Foucault sebagai pisau 

analisis kritis. 

F. Sistematika Penulisan 

Adapun pembahasan dalam penelitian ini, agar kemudian mudah untuk 

dipahami. Penulis akan membagi pembahasan ini menjadi beberapa bagian bab, 

di antaranya adalah: 

BAB I: Pendahuluan. Dalam pendahuluan ini berisi latar belakang dengan 

menggunakan data-data yang ada. Penting juga untuk membatasi masalah, maka 

ada rumusan masalah yang diajukan, kemudian ada tujuan kajian serta manfaat 

dari adanya penelitian ini dan juga metode dalam penelitian dengan diakhiri 

sistematika pembahasan. 

BAB II: Membahas tentang sejarah awal gerakan Ahmadiyah dan sejarah 

masuknya ke Indonesia. Dalam bab ini, penulis berusaha untuk menggambarkan 

terkait latar belakang kemunculan Ahmadiyah dan doktrin yang diyakininya, hal 

itu penting untuk diketahui dikarenakan nantinya berkaitan dengan alasan 

pelarangan Ahmadiyah di Indonesia.  

BAB III: Berisi tentang relasi kekuasaan Michel Foucault. Dalam bab ini, penulis 

berusaha menjelaskan terkait kehidupan Michel Foucault, hal itu penting 

dikarenakan sosial politik kehidupannya akan mempengaruhi pemikiran serta 

karya-karyanya. Setelah itu, penulis juga menggambarkan metodologi 

pemikirannya yang memuat arkeologi pengetahuan dan genealogi kekuasaan nya 

serta teori relasi kekuasaannya yang menjadi alat analisis dalam penelitian ini. 

BAB IV: Berisi tentang pelarangan Ahmadiyah di Indonesia dengan analisis 

Relasi Kuasa Michel Foucault. Dalam bab ini, penulis berusaha menggambarkan 
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ulang terkait pelarangan Ahmadiyah di Indonesia yang kemudian penulis 

menganalisisnya melalui teori relasi kekuasaan Michel Foucault. Di dalamnya 

memuat tentang bagaimana relasi Ahmadiyah dengan non-Ahmadiyah, hal ini 

penting dikarenakan kelompok-kelompok Islam yang non-Ahmadiyah nantinya 

mampu mempengaruhi terkait adanya pelarangan Ahmadiyah. Kemudian 

penelitian ini ditutup dengan relasi kekuasaan Michel Foucault sebagai analisis 

pelarangan Ahmadiyah Indonesia. 

BAB V: Penutup dan saran dari pembaca terkait penelitian ini. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Dari uraian di atas dapat ditarik benang merahnya menjadi beberapa 

point: 

1. Ahmadiyah adalah gerakan keagamaan yang didirikan di India pada tahun 

1888, pendirinya Mirza Ghulam Ahmad. Ahmadiyah sendiri mempunyai dua 

aliran yaitu Qadian dan Lahore, dimana keduanya mempunyai doktrin 

keagamaan yang berbeda, menurut Qadian Mirza Ghulam Ahmad 

merupakan seorang nabi sedangkan Lahore mengakuinya  hanyalah sebagai 

mujaddid (pembaharu). Dua aliran ini masuka ke Indonesia antara tahun 

1922-1925. Beberapa ulama Indonesia menentang pemahaman Ahmadiyah 

karena memiliki doktrin yang cukup kontroversial. Meski adanya 

penentangan keberadaannya tidak pernah diusik, tetapi sejak tahun 1980 

bersamaan dengan fatwa MUI yang menyatakan Ahmadiyah sesat muncul 

kepermukaan dan dipersoalkan. Puncaknya, ketika MUI kembali 

mempertegas fatwanya pada tahun 2005, yang menyatakan bahwa 

Ahmadiyah sesat dan pemerintah berkewajiban melarangnya. Sejak saat itu 

kelompok Islam radikal melakukan tindakan kekerasan terhadap Ahmadiyah 

dan meminta ketegasan dari pemerintah. Akhirnya pada tahun 2008 

pemerintah resmi mengeluarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) Tiga 

Menteri untuk melarang dan memberi peringatan terhadap Ahmadiyah untuk 

tidak menyebarkan ajarannya. 

2. Persoalan pelarangan keberadaan Ahmadiyah ini jika dianalisis melalui teori 

relasi kekuasaan Michel Foucault dapat diperoleh dua kesimpulan: 

a. Penyesatan terhadap kelompok Ahmadiyah tidak lain hanyalah persoalan 

kekuasaan pengetahuan keislaman oleh kelompok-kelompok Islam 

ideologis, karena sebagaimana yang dikatakan Foucault pengetahuan itu 

tidak netral karena ia senantiasa diproduksi oleh kekuasaan dan 

pengetahuan akan senantiasa melanggengkan kekuasaan. Jadi, benar dan 
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tidaknya pengetahuan keislaman tergantung kelompok mana yang 

mendominasi. 

b. Pelarangan Ahmadiyah terjadi di Indonesia bukan hanya persoalan 

kesesatannya, tetapi juga ada relasi kekuasaan antara kelompok-

kelompok islam seperti Ahmadiyah, anti-Ahmadiyah dan fatwa MUI. 

Dimana dalam relasi kekuasaan itu ada pertarungan diskursus dan 

wacana pengetahuan. Sehingga dikeluarkannya SKB oleh pemerintah itu 

disebabkan karena Ahmadiyah tersubordinasi dalam wacana 

pengetahuan keislaman. Sebagaimana yang dikatakan Foucault 

kekuasaan akan senantiasa dinamis dan menimbulkan efek kekuasaan, 

dimana dari efek kekuasaan itulah menyebabkan kelompok yang 

tersubordinasi seperti Ahmadiyah Tidak memiliki ruang untuk bertindak 

dalam membela pemahamannya karena ruang kebebasannya dibatasi 

oleh dominasi kekuasaan. 

B. Saran-Saran 

Dalam penelitian ini tidak diajukan untuk menyelesaikan problem 

Ahmadiyah, tetapi hanya mendeskripsikan data yang diperoleh kemudian 

mengkritisinya dengan teori yang digunakan dalam penelitian ini. Dalam 

penelitian diperoleh beberapa refleksi penelitian: 

1. Kelompok-kelompok islam sebaiknya membuang sentiment Agama yang 

disebabkan perbedaan pemahaman dan lebih baik bekerja sama dalam 

bidang social guna membangun Ukhuwah Islamiyah yang lebih baik. 

2. MUI dalam memberikan fatwa sebaiknya lebih obyektif dan lebih hati-hati 

dalam berfatwa agar tidak bersifat provokatif. 

3. Pemerintah hendaknya meninjau ulang isi SKB 3 menteri yang bertentangan 

dengan konstitusi tentang kebebasan menjalankan keyakinan. 

4. Pemerintah sebaiknya dalam mengambil keputusan bersikap otonom. 

Jangan sampai keputusannya disebabkan adanya tekanan dan pengaruh dari 

kelompok-kelompok Islam tertentu. 

5. Dalam penelitian ini tentu belum sempurna, jadi peneliti berharap ada 

penelitian lagi nantinya yang lebih komprehensif. 
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